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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini membahas kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan atas areal persawahan gagal panen di

Kabupaten Klaten. Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan yang dicermati dalam penelitian ini adalah

implementasi pemberian pengurangan atas areal persawahan gagal panen. Penelitian ini mengangkat dua

permasalahan, yaitu: dasar pertimbangan dalam penentuan persentase pengurangan dan alur pemberian

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unsur subjektivitas dari pelaksana dalam penetapan

persentase pengurangan terlalu besar. Peraturan teknis dari PMK No 110/PMK.03/2009, PER-46 dan SE-77

tidak mengatur secara detail terkait persentase. Peraturan teknis yang tidak detail terkait persentase

mengakibatkan tidak tepatnya pelaksana dalam membaca kondisi lapangan. Kondisi ini menambah beban

petani yang mengalami gagal panen.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

<i>This undergraduate thesis discusses about property tax policy for rice crop failure in the Klaten regency.

The focus of this policy is the reduction in the property tax liability for the farmer whose rice field suffers

from brown plant hopper so that the rice crop is fail. This undergraduate thesis has two issues namely the

factor which is considered in determining the percentage of reduction and the flow of reduction in the

provision of property tax. This research used qualitative data approach through field study and literature

study. The results show that the subjectivity of the implementer in the determination of reduction percentage

is too large. The technical regulation, PER-46 and SE-77 doesn't regulate the percentage in detail so that the

factor which is determined is not appropriate with the farmer's conditions. This conditions increasingly

burdensome of the farmer.</i>
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